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RINGKASAN

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk merancang format pelaporan pemerintah
daerah yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk mencapai tujuan
tersebut, penelitian ini akan melakukan investigasi dan analisis kandungan informasi yang
tersaji pada laporan pemerintah daerah (LKPD, LAKIP, LPPD), menggali kesenjangan
informasi dari laporan pemerintah daerah dinegara lain serta menganalisis kebutuhan pengguna
atas informasi tersebut. Penelitian ini penting dilakukan karena penyusunan berbagai jenis
laporan yang diwajibkan peraturan perundang-undangan memerlukan banyak biaya, melibatkan
banyak sumber daya manusia dan memerlukan banyak dukungan infrastruktur (Halim, 2007).
Jika laporan yang dihasilkan hanya menjadi simbol akuntabilitas saja (Mimba et al, 2013) dan
kebermanfaatannya bagi pengguna belum optimal (Martiningsih, 2008) maka perlu dilakukan
analisis lebih lanjut kenapa hal ini terjadi dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk
memperbaiki kondisi ini.

Penelitian ini akan dilakukan selama 2 tahun (2016 dan 2017). Data dikumpulkan
melalui dokumen review, wawancaramendalam,observasi, survei danfocusgroupdiscusion. Pada
tahun pertama (2016) penelitian akan difokuskan untuk melakukan analisis kandungan
informasi (content analysis) terhadap informasi yang disajikan dalam laporan pemerintah
daerah di Indonesia saat ini (LKPD, LAKIP dan LPPD). Peneliti juga akan melakukan
komparasi kandungan informasi dalam laporan pemerintah daerah di Indonesia dengan laporan
pemerintah daerah dinegara lain untuk mengetahui apakah ada kesenjangan informasi
(information gap).Pada tahun ke dua (2017) akan dilakukan survey kebutuhan pengguna atas
informasi dalam laporan pemerintah daerah. Survey akan dilakukan pada beberapa kelompok
pengguna (anggota DPRD, internal pemerintah dan masyarakat) dengan menggunakan
kuisioner dan wawancara mendalam dengan pengguna laporan keuangan. Hasil konten analisis
pada tahun pertama dan hasil survey pada tahun kedua akan dijadikan sebagai dasar dalam
perancangan format laporan pemerintah daerah di Indonesia yang komprehensif dan sesuai
dengan kebutuhan pengguna.

Penelitian ini akan menghasilkan luaran berupa format laporan pemerintah daerah yang
komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, rekomendasibasiskebijakantentang
pelaporan pemerintah daerah yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna
sertadapat digunakan untuk seluruh pemerintah daerah dilndonesia, modul penyusunan Laporan
Pemerintah Daerah, bahan ajar dalam matakuliah akuntansi sektor publik dan akuntansi
pemerintahan serta publikasi/artikel ilmiah.
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